
 
 

 
 

 
 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 14 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PEMBERIAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TUJUAN  

BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN KE LUAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 

Menimbang 
 

: 
 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8  ayat (1) dan ayat (7) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, 
disebutkan bahwa kepada Pejabat Negara dapat diberikan 

biaya sewa kendaraan dalam kota tujuan untuk keperluan 
pelaksanaan tugas di tempat tujuan; 

 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bupati 

dan Wakil Bupati merupakan Pejabat Negara;  
 

c. bahwa dalam rangka rasionalisasi dan penyesuaian tarif 

sewa kendaraan bagi Pejabat Negara, dengan mengacu 
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 
2016, maka perlu memperbaharui Peraturan Bupati Hulu 
Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian 

Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tujuan Bagi Bupati 
Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Dalam Rangka 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Ke Luar Provinsi 

Kalimantan Selatan;  
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
kembali Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang 

Pemberian Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tujuan Bagi 
Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Dalam Rangka 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Ke Luar Provinsi 

Kalimantan Selatan; 

SALINAN 
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Mengingat 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor  9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 

tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas; 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;  
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903 ), sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 ( Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1893); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum  (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036); 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 

Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );  

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2012 Nomor 8 ); 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA SEWA 
KENDARAAN DALAM KOTA TUJUAN BAGI BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN KE LUAR 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. 

 
 

Pasal 1 

 
(1) Memberikan biaya untuk Sewa Kendaraan dalam kota tujuan kepada 

Bupati dan/atau Wakil Bupati Hulu Sungai Utara yang dibayar secara riil 
cost per hari,  dengan besaran paling tinggi sebagai berikut: 
 

PEJABAT NEGARA 
BESARAN 

BIAYA SEWA 
KENDARAAN 

KETERANGAN 

BUPATI / WAKIL BUPATI Rp. 2.500.000,- 1. Dibayar riil cost per hari; 
2. Biaya berlaku untuk 

semua Kota Tujuan di 
luar Provinsi Kalimantan 
Selatan. 
 

 
(2) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  diberikan 

hanya untuk perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kalimantan Selatan. 

 
(3) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan 

untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan. 
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(4) Biaya sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1),  sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan 

pajak. 
 

Pasal  2 
 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu 

Sungai Utara Nomor  3 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Sewa Kendaraan 
Dalam Kota Tujuan Bagi Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Dalam 
Rangka Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Ke Luar Provinsi Kalimantan 

Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 3 ), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 
 
 

Ditetapkan di Amuntai 
pada tanggal  8 Maret 2016  
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

             CAP/TTD 
 
     H. ABDUL WAHID HK 

Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal  8 Maret 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
       HULU SUNGAI UTARA, 

 
              CAP/TTD 
 

      H. EDDYAN NOOR IDUR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2016 NOMOR 14. 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

H.SOFIAN SYAHRANI 
NIP. 
  

 


